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PENETAPAN
Nomor 4533/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Pl N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tangal lahir Bogor/25 Mei 1980, umur 39 tahun, agama
Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat
kediaman di Kabupaten Bogor, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat/tangal lahir Bogor/09 Oktober 1974, umur 44 tahun, agama
Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak bekerja, tempat
kediaman di Kota Bogor, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Duduk Perkara
Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya yang
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor
4533/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 27 Agustus 2019 mengemukakan hal-hal
sebagai berikut :
1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2003, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Dramaga sebagaimana ternyata dari
Kutipan Akta Nikah Nomor: 574/49/1X/2003 tanggal 23 September 2003;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga,
mengambil tempat kediaman bersama terakhir di Jalan Otista 2 Gang Kebon
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Kelapa Nomor 4, RT. 001 RW. 001, Kecamatan Baranangsiang, Kecamatan
Kota Bogor Timur, Kota Bogor;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah
bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri, dan telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan September tahun 2016 kehidupan
rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis
dengan sering adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat
dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan
antara lain :
4.1. Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada
Penggugat dalam hal ini berbicara dengan nada tinggi dan ketus;
4.2 Tergugat setiap kali marah sering melakukan kekerasan
terhadap Penggugat dalam hal ini menampar bagian pipi Penggugat
dan menendang bagian bokong dan kaki Penggugat;
4.3. Tergugat tidak ada keterbukaan terkait urusan rumah
tangga terhadap Penggugat, dalam hal ini Tergugat sering memakai
uang tabungan milik Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan
Penggugat;
4.4, Tergugat kurang bertanggung jawab kepada keluarga
dalam hal ini sejak tahun 2018 Tergugat tidak pernah memberikan
nafkah untuk keluarga, sehingga Penggugat terbebani dalam
memenuhi kebutuhan rumah tangga;
4.5, Tergugat kurang maksimal dalam mencurahkan kasih
sayang kepada keluarga;
4.6. Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL) hal ini diketahui
langsung oleh Penggugat via chatting whatsapp di handphone milik
Tergugat;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli 2019, yang
akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah. Sejak saat
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itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan badan layaknya suami
dan istri;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing
pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka
perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk
menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat; ;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan

Agama Cibinong cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk menjatuhkan

putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) ba'in sugra Tergugat (Tergugat) Terhadap
Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan
Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan
tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan ingin
mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan
Penggugat sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya
sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk
kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan

perkara ini;

Pertimbangan Hukum
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan
mencabut gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut gugatannya
sebelum gugatan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan
perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv.
dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus
ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai
dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang
Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor
7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah
dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya
perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan  permohonan  Penggugat untuk mencabut
perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 4533/Pdt.G/2019/PA.Cbn dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

ini sejumlah Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Cibinong pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 Masehi bertepatan
dengan tanggal 2 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Kuswanto, S.H.,
M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Yumidah, M.H. dan Dr. H. Fikri Habibi, S.H.,
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M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu
juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta
Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asep Husni, S.H. sebagai Panitera
Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;
Anggota-Anggota, Ketua Majelis,

Dra. Yumidah, M.H. Drs. Kuswanto, S.H., M.H.

Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Asep Husni, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran ‘Rp 30.000,-
- Biaya Proses ‘Rp 50.000,-
- Panggilan ‘Rp 280.000,-
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,-
- Redaksi 'Rp 10.000,-
- Meterai :Rp 6.000,-
Jumlah 'Rp 396.000,-

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)
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